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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai upaya penegakan hukum
mengenai parkir liar di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui hambatan hambatan
dalam upaya penegakan hukum mengenai praktik parkir ilegal di kota tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian
hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris
melalui pola perilaku verbal serta perilaku nyata manusia. Dari penelitian ini dapat
diketahui bahwa penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta
oleh Kepolisian Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah preventif dan represif.
Selain itu hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik parkir liar
di Kota Yogyakarta adalah kegagalan implementasi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)
Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta.

Kata kunci: parkir liar, penegakan hukum, peraturan daerah kota Yogyakarta
nomor 2 tahun 2020.
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ABSTRACT

This research was conducted to find out about law enforcement efforts regarding
illegal parking in the city of Yogyakarta and to find out the obstacles in law
enforcement efforts regarding illegal parking practices in the city. The type of
research used is empirical legal research. Empirical legal research is a legal
research method that uses empirical facts through patterns of verbal behavior as
well as real human behavior. From this research it can be seen that law
enforcement against illegal parking practices in the City of Yogyakarta by the
Yogyakarta City Police is preventive and repressive. Apart from that, the obstacles
in law enforcement against illegal parking practices in the City of Yogyakarta are
the failure to implement Article 7 paragraph (1) and paragraph (2) of the Regional
Regulation on Retribution for Special Parking Places in the City of Yogyakarta.

Keywords: lllegal Parking, Law Enforcement, Yogyakarta city regional regulation
number 2 of 2020
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan
dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat
diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak
diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah
yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, dimulai dengan
adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi tentu
harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber
pembiayaan yang paling penting dikenal dengan istilah PAD atau Pendapatan
Asli Daerah. Komponen utama PAD adalah penerimaan yang berasal dari
komponen pajak daerah dan retribusi daerah.!

Sumber PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah diberi
kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan
retribusi daerah sesuai dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Hal ini

digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan

! Deddy Supriady B., Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2002, him. 1.
1



kebutuhan daerah. Perlu dipahami bahwa pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.?

Retribusi parkir adalah salah satu jenis retribusi daerah yang memerlukan
perhatian khusus dari pemerintah. Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi
jalan umum dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan
tempat parkir di tepi jalan umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah
penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah
daerah. Sedangkan, retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas
pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus dimiliki dan atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah. Kedua objek retribusi ini diharapkan mempunyai potensi
yang cukup tinggi guna menambah PAD untuk membiayai penyelengaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah.’

Kota Yogyakarta terkenal sebagai kota pariwisata dan kota budaya. Kota
ini mempunyai budaya yang khas serta beragam destinasi wisata alam, sehingga
menarik masyarakat dalam dan luar negeri untuk ramai-ramai mendatangi
Yogyakarta. Perkembangan Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin
memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Hal ini
berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan yang semakin meningkat

karena setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan

2 Ibid, him. 3.
3 C.S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 104.



aktivitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat
dari satu tempat ke tempat lain, maka meningkatnya pula kebutuhan masyarakat
akan lahan atau ruang parkir.*

Jasa parkir menjadi hal yang penting bagi masyarakat sesuai dengan
meningkatnya laju transportasi. Penting bagi konsumen dalam memilih tempat
parkir yang aman. Biasanya, pengguna jasa parkir tidak hanya mencari tempat
parkir yang dekat dengan tempat tujuannya, tetapi juga tempat aman untuk
parkir kendaraan. Oleh sebab itu, saat ini banyak tersedia layanan jasa parkir
yang -fungsi utamanya adalah menyediakan lahan parkir untuk menjaga
keamanan kendaraan tersebut.’

Penyediaan jasa parkir menjadi sebuah bisnis yang menarik bagi pelaku
parkir liar. Lahan pribadi yang bersifat strategis digunakan untuk membuka
lapak parkir tanpa izin dari instansi terkait. Parkir liar dapat ditemui pada pusat
perbelanjaan, restoran, kafe, hotel, ATM, dan warung kaki lima. Minimnya
jumlah tempat parkir resmi yang disediakan oleh pemerintah menjadi penyebab
terjadi parkir liar. Satu kendaraan parkir akan memancing kendaraan lain untuk
parkir ditempat yang sama. Peristiwa demikian tidak hanya mengganggu
kelancaran lalu lintas, tetapi juga memunculkan juru parkir gadungan atau

premanisme yang menjadi bagian dari parkir liar tersebut. Adapun juru parkir

4 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
2000, hlm. 39.
3 Ibid, hlm. 42.



membuat karcis sendiri tanpa persetujuan instansi berwenang, sehingga
berakibat pada retribusi parkir yang tidak sewajarnya. Pelayanan tempat khusus
parkir merupakan sebuah bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah dalam rangka menjawab permasalahan masyarakat mengenai kebutuhan
akan tempat parkir. Kebutuhan tersebut berkenaan dengan semakin banyaknya
tempat-tempat wisata serta bisnis di daerah Kota Yogyakarta yang tidak
memiliki lahan parkir yang cukup memadai, sehingga Pemerintah Kota
Yogyakarta berkewajiban menyelesaikan permasalahan masyarakat tersebut.
Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat di tempat tujuan wisata dan
kawasan bisnis yang minim tempat parkir, dilakukan oleh Pemerintah Kota
Yogyakarta dengan menyediakan lahan parkir yang merupakan tanah atau
tempat yang menjadi milik Pemerintah Daerah. Kendaraan-kendaraan yang
diparkir di tempat atau tanah milik Pemerintah Daerah tersebut dapat dikenakan
tarif tertentu sebagai Retribusi. Hal ini dilakukan untuk membiayai peningkatan
pelayanan di tempat khusus parkir tersebut, sekaligus sebagai pendapatan bagi
Pemerintah Daerah yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun dan menjalankan
kegiatan pelayanan parkir di tempat khusus parkir disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola Pemerintah Daerah. Oleh karena banyaknya permasalahan perparkiran
dilapangan dan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat maka

pengaturan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir diatur per jenis Retribusi



yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Parkir di Tempat
Khusus Parkir.6

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta (selanjutnya disingkat
Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta). Pasal 7 ayat (1)
Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa
tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan: a. kawasan; b. jenis kendaraan; c.
sifat penggunaan tempat khusus parkir; dan d. jangka waktu penggunaan tempat
khusus parkir. Kemudian, Pasal 7 ayat (2) Perda Retribusi Tempat Khusus
Parkir di Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari: a. Kawasan [; b. Kawasan II; dan ¢. Kawasan III. Kawasan yang dimaksud
dalam pasal sebelumnya adalah Kawasan I adalah kawasan yang disediakan
untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan
dengan intensitas ekonomi tinggi; Kawasan II ditentukan berdasarkan volume
lalu lintas yang besar, mempunyai posisi strategis bagi pengaturan lalu lintas di
Daerah dan merupakan lingkungan komersial, dan/atau wilayah dengan

karakteristik parkir tinggi; Kawasan III adalah ditentukan berdasarkan volume

6 Rokhedi Priyo S., Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, STIM YKPN,
Yogyakarta, 2012, hlm. 71.
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lalu lintas yang kecil, lingkungan non komersial, dan/atau karakteristik parkir
lebih rendah dari Kawasan I1.7
Berdasarkan Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir, tarif parkir terhadap
tempat khusus parkir yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:8
Tabel 1.1

Tarif Parkir Sesuai Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir

Jenis Kawasan I Kawasan 11 Kawasan 111
Kendaraan | 2 Jam Per Jam 2 Jam Per Jam 2 Jam Per Jam
Pertama | Selanjutnya | Pertama | Selanjutnya | Pertama | Selanjutnya
Sepeda 2.000 1.500 1.000 1.500 1.000 1.500
Motor
Sepeda 1.000 - 500 - 500 -
Listrik

Sumber: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Pada idealita-nya, tarif parkir sepeda motor per 2 jam pertama hanya

dikenakan 2.000 rupiah. Namun, realita yang terjadi di lapangan (Kota

Yogyakarta), tarif diubah menjadi 5.000 rupiah. Berdasarkan pendapat

narasumber, bahwa sudah banyak masuk laporan mengenai tarif parkir yang

sangat tinggi serta banyak oknum yang menyediakan lahan parkir yang diklaim

oleh oknum tersebut merupakan tanah atau tempat yang menjadi milik

Pemerintah dan ternyata dikelola sendiri oleh petugas — petugas parkir liar.

7 Bagir Manan, “Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan
Perrundang-Undangan”, Makalah, Universitas Hassanuddin, 1995, him. 1.
8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus

Parkir.




dimana para juru parkir mengelola sendiri lahan tempat parkir tersebut tanpa

adanya campur tangan dari pihak lain maupun dari pihak pemerintah dimana

dari hasil pungutun retribusi parkir masuk ke kantong kantong pribadi mereka

sendiri.’ Apabila peristiwa demikian tidak ditindak lanjuti oleh Pemerintah

Kota Yogyakarta, bisa membuat resah masyarakat maupun wisatawan.
Narasumber juga memberikan data mengenai penyebaran lokasi parkir

liar di Kota Yogyakarta. Berikut persebaran lokasi parkir ilegal tersebut:!?

Tabel 1.2

Titik Lokasi Parkir Ilegal di Kota Yogyakarta per Tahun 2022

Titik Lokasi Jumlah
Jalan Malioboro 15
Taman Pintar 10
Gembira Loka Zoo 5
Depan RS PKU Muhammadiyah 4
Toko Progo 8
Jalan Papringan 6

Sumber: Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Dinas Perhubungan Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Menurut narasumber di atas, titik lokasi parkir ilegal di atas memang
membantu para pengunjung yang hendak berwisata. Namun, yang mengalami
dampaknya adalah masyarakat sekitar. Dampak tersebut adalah masyarakat

sekitar mengalami kesulitan dalam mengakses jalan menuju kediaman mereka.

Selain itu, masyarakat juga ada yang mengadu bahwa mereka kesulitan

® Wawancara dengan Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Dinas Perhubungan Daerah
Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Desember 2022.
10 Data Titik Lokasi Parkir Liar di Kota Yogyakarta per Tahun 2022.



mendapatkan lahan parkir akibat sudah digunakan oleh para pengunjung.
Kebanyakan dari para juru parkir dalam memperoleh lahan parkir hanya
mendapatkan izin dari pemilik lokasi lahan pertokoan dan tepi jalan karena
mereka adalah masyarakat dari sekitar tersebut dari kebanyakan juru parkir liar
bekerja sama dengan orang yang memiliki kekuasaan di wilayah mereka
bekerja. Dimana para juru parkir liar tiap hari harus setor uang ke orang yang
memiliki kekuasaan di wilayah itu, orang itu dapat juga disebut bos.!!

Oleh karena itu, sudah selayaknya permasalahan ini disikapi secara
komperhensif.'> Maka, penelitian ini mengangkat judul, “PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR DI KOTA
YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat
dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota
Yogyakarta?

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap
praktik parkir liar di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

' Wawancara dengan Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Dinas Perhubungan Daerah
Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Desember 2022.

12 Pidato oleh Ni Made Dwipanti Indrayanti, Ketua Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, di
Kota Yogyakarta, 7 Oktober 2022.



adalah sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini

1. Mengetahui upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota

Yogyakarta.

2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap

praktik parkir liar di Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.3

Orisinalitas Penelitian

Penulis

Judul & Tahun

Perbedaan & Persamaan

Akmal
M. Rofi

Tanggung Jawab
Pengelolaan Parkir Atas
Kerusakan = Kendaraan
Pada Saat di Parkir
(Studi Kerusakan Akibat
Kesalahan Pihak
Ketiga), Skripsi, 2019.

Perbedaan:

Penelitian Akmal membahas - mengenai
studi kerusakan karena kesalahan Juru
parkir dalam bertugas. Berbeda dengan
penelitian Penulis yang membahas tarif
parkir liar oleh Juru parkir.

Persamaan:

Kedua penelitian ini membahas perihal
penanganan kendaraan oleh Juru parkir
daerah setempat.

Dwi
Joko H.

Analisis Yuridis tentang
Tindak Pidana Pungutan
Liar Terhadap Mobil
Angkutan Barang di
Jalan Raya Berdasarkan
Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan = Tindak
Pidana Korupsi, Jurnal,
2020.

Perbedaan:

Penelitian Dwi membahas mengenai
pungutan liar terhadap mobil angkutan
barang. Berbeda dengan penelitian Penulis
yang membahas tarif parkir liar di Kota
Yogyakarta.

Persamaan:

Kedua penelitian ini membahas biaya
parkir oleh Juru parkir daerah setempat.

Wayan
Arsa Y.

Tinjauan Yuridis
Terhadap Tindak Pidana
Pungutan Liar (Pungli),
Jurnal, 2020.

Perbedaan:

Penelitian 1 Wayan Arsa membahas
mengenai pungutan liar secara umum.
Berbeda dengan penelitian Penulis yang




membahas mengenai penarifan parkir liar
secara spesifik di Kota Yogyakarta.
Persamaan:

Kedua penelitian ini membahas perihal
penarifan parkir oleh Juru parkir setempat.
Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah orisinal. Penelitian ini belum
dikaji oleh pihak lain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat
dipertanggungjawabkan keasliannya demi menghormati asas keilmuan berupa
kejujuran, rasional, terbuka, dan obyektif.
E. Tinjauan Pustaka
1. Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada
hakikatnya, penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide.
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku
dalam hubungan hukum serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan
konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.
Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.'?
Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor

yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positif terletak

13 Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2008, him. 32.
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pada isi faktor tersebut. Faktor demikian mempunyai hubungan saling

berkaitan dengan erat. Hubungan ini merupakan esensi serta tolak ukur dari

efektivitas penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, faktor
penegakan hukum terdiri dari komponen struktur, substansi, dan kultur.

Kemudian, menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor penegakan

hukum. Lima faktor tersebut adalah sebagai berikut:!'4

a. Faktor hukum. Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan
seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang
bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang
telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor penegak hukum. Pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam
penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak
hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga
penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa,
terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana

dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang

4" Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, him. 8.
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berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan
penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor masyarakat. Faktor ini adalah lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat
terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum
berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam
masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin
memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan. Faktor ini adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencermikan
nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum,
semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan
dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah
menegakkannya.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto
tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita.

Menurut Romli bahwa faktor-faktor penghambat efektifitas penegakan

hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum
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berupa Hakim, Jaksa, Polisi, dan Penasihat Hukum, tetapi juga terletak pada
faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. !>
2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti
insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi, kesadaran adalah keinsyafan atau
merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Berbicara mengenai
masalah kesadaran berarti tidak akan terlepas dari masalah psikis. Adapun
yang dimaksud psikis ini adalah totalitas segala peristiwa kejiwaan baik
yang disadari maupun yang tidak disadari. Kehidupan kejiwaan manusia itu
terdiri dari dua bagian yaitu alam sadar dan tidak sadar. Kedua alam tersebut
tidak hanya saling mengisi akan tetapi saling berhubungan secara
konvensatoris. Fungsi kedua alam tersebut adalah untuk penyesuaian. Alam
sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia luar, sedangkan alam
tidak sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia dalam atau diri
sendiri. Kesadaran mempunyai dua komponen yaitu fungsi jiwa dan sikap
jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi
terhadap dunia-nya. Adapun yang dimaksud dengan fungsi jiwa menurut
Jung adalah suatu aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam

lingkungan yang berbeda. Sedangkan, sikap jiwa merupakan arah daripada

15 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum,
Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55.
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energi psikis yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap
dirinya.'®

Menurut Wignjoesoebroto, kesadaran hukum adalah kesediaan
masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah
ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif
dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang
mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai
dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan, afektif merupakan suatu
bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.!’

Menurut Abdurrahman, kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan
nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan
taat pada hukum yang berlaku. Kemudian, menurut Soerjono Soekanto,
kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan
yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta
penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya
pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh
suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ~aturan-aturan hukum,

selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.!8

16 Wirawan, Psikologi Remaja, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, him. 185.

17 Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan
di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”, Jurnal Diponegoro, Vol. 1 No. 2,
Maret 2010, hlm. 47.

13 Ibid.
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Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau
masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak
sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum
yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian, hukum di
sini meliputi hukum- tertulis-dan hukum tidak tertulis. Misalnya, hukum
Islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki
bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum
tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan.
Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan
berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat
mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut
sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri.
Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.'’

Melalui penjabaran-penjabaran di atas, hubungan antara ketaatan dan
kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki
hubungan yang sangat erat. Seseorang akan secara sukarela patuh kepada
hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Sebab, seseorang tidak
mungkin dapat patuh kepada hukum, jika tidak memahami dan menyadari

akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami

19 Taneko, Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.
36.
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hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri,
terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.?
3. Parkir Liar

Pengertian “parkir” secara umum adalah suatu keadaan tidak
bergeraknya kendaraan secara permanen. Pengertian tersebut membedakan
dengan istilah keadaan lainnya yang sering di jumpai dalam peraturan lalu
lintas, yakni “stop” yang diartikan sebagai suatu keadaan berhentinya
kendaraan secara sementara. Misalnya, stop untuk menurunkan atau
menjemput penumpang dengan barang sekedarnya. Jika kendaraan stop,
kemudian mesin kendaraan dimatikan dan kemudian sang sopir keluar dari
mobil, maka tidak lagi dikatakan lagi sebagai stop, tetapi parkir.?!

Menurut Pasal 1 ayat (15) UU LLAJ, parkir adalah keadaan kendaraan
berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan
pengemudinya. Pengertian parkir juga dapat di artikan setiap kendaraan
yang berhenti pada tempat tertentu yang dinyatakan dengaan rambu atau
tidak, serta tidak semata-mata untuk menaikkan dan atau menurunkan orang
dan atau barang. Secara hukum, untuk parkir di tengah jalan raya. Namun,
parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun

bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi setiap

20 Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 32.

21 https://pps.moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Efektivitas-Penerapan-Sanksi-
Parkir-Liar-Kendaraan-bermotor.pdf, diakses terakhir tanggal 15 November 2022, pukul 18.18
WIB.
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kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah
setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang
dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata
untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang.?

Pengertian parkir liar bahwa sesuatu pelanggaran terhadap aturan lalu
lintas yang di tandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop,
serta larangan parkir bahu jalan, larangan ditetapkan karena alasan kapasitas
jalan lebih di utamakan daripada memberi akses keselamatan. Maka, parkir
liar adalah kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan
perparkiran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta dilakukan oleh
oknum juru parkir yang ilegal. Oknum bertujuan untuk meraup keuntungan
sendiri, tanpa mempertimbangkan kerugian hak-hak orang lain. Parkir liar
merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim
lahan parkir secara sepihak, tidak berada pada pembinaan pemerintah
kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak termasuk ke pemerintah
sebagai bentuk PAD.??

Menurut RAC Faundation, parkir liar merupakan parkir yang muncul
secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak,

tidak berada dalam pembinaan pemerintah maupun kabupaten atau kota.

22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
23 https://centrepark.co.id/apa-itu-parkir-liar-dan-peraturan-sanksi-pidananya/,  diakses
terakhir tanggal 15 November 2022, pukul 20.21 WIB.
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serta uang hasil parkir tidak masuk ke pemerintah sebagai bentuk PAD. Kata
liar maupun ilegal bermakna tidak sah menurut hukum, dalam hal ini
melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang
bersangkutan. Berangkat dari beberapa pengertian tersebut, dapat
memaknai bahwa parkir liar adalah parkir secara sembarangan di badan

jalan (on street parking).>*

F. Definisi Operasional

1.

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya norma-
norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan
hukum serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Parkir liar adalah kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam
melakukan perparkiran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta

dilakukan oleh oknum juru parkir yang ilegal.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.
Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang
menggunakan fakta empiris melalui pola perilaku verbal serta perilaku
nyata manusia. Penelitian hukum empiris dilaksanakan dengan mengacu

pada data primer yang berasal dari wawancara. Kemudian, mengacu juga

24 Ahmad Janur Yanto, “Kebijakan Pengelolaan dan Penertiban Parkir: Studi di Kecamatan

Kaliwates Kabupaten Jember”, Jurnal Muhammadiyah Jember, Vol. 2 No. 1, Mei 2020, hlm. 33.

18



pada data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum tertulis maupun
digital *
Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan
adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan
regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Kemudian, pendekatan
sosiologis adalah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas
suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan
tersebut.?¢
Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah penegakan hukum

terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Ni Made Dwipanti

Indrayanti, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Y ogyakarta; Johan

25 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, Jakarta,
2010, hlm. 280.
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011,

hlm. 93.
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Usaha Pinem, Petugas Penertiban Parkir Liar Kota Yogyakarta; Sudarmono,
Juru Parkir Liar; dan Idham Mahdi, Kapolres Yogyakarta.
S. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian pada penelitian ini sesuai dengan judul yaitu berada
di Kota Yogyakarta.
6. Sumber Data Penelitian
a. Data Primer
Data primer pada penelitian ini didapat melalui wawancara
bersama dengan subjek penelitian. Kemudian, data primer didapat pula
pada lokasi penelitian dilakukan yaitu di Kota Yogyakarta.?’
b. Data Sekunder
Data sekunder pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut penjabaran
lebih lengkap mengenai data-data tersebut:?®
1) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan; dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor

2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25.
28 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 99.
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2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum atau sejenisnya,
jurnal hukum, dan internet.
3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.
c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik = pengumpulan ~data yang digunakan adalah teknik
pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data primer didapati
melalui wawancara dengan subjek penelitian.?’
7. Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.
Analisis data kualitatif adalah dalam mengolah data-data yang telah
diperoleh akan memprioritaskan data yang memiliki nilai kualitas lebih baik
dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis demikian mengurai
pembahasan penelitian sesuai data yang sudah dikumpulkan dan diteliti.>°
H. Kerangka Skripsi
Penelitian berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar di
Kota Yogyakarta” berisikan empat BAB. Masing-masing BAB mempunyai
maksud tersendiri serta saling bersinkronisasi untuk menjawab permasalahan

pada penelitian ini.

2 Ibid, hlm. 27.
301 Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2019, him. 27.
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BAB 1 berisi latar belakang masalah yang secara singkat dan jelas
memaparkan mengenai problematika penegakan hukum terhadap praktik parkir
liar di Kota Yogyakarta; rumusan masalah; tujuan penelitian; orisinalitas
penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; metode penelitian; dan
kerangka skripsi.

BAB 1I berisi teori atau referensi secara luas dan lengkap yang membantu
menjawab permasalahan penelitian mengenai problematika penegakan hukum
terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta. Sebagaimana sebelumnya, teori
atau referensi demikian sudah dilampirkan secara sempit pada BAB I bagian
tinjauan pustaka.

BAB Il berisi jawaban-jawaban untuk pertanyaan dalam rumusan
masalah 1 dan rumusan masalah 2. BAB Il bertujuan untuk menjawab terkait
problematika penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta
yang menjadi fokus pada penelitian ini. Jawaban dalam BAB III dibantu
penerapannya dengan teori atau referensi yang ada pada BAB II.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai bentuk
rangkuman atas jawaban-jawaban rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2
dari BAB III. Saran sebagai bentuk acuan bagi Pembaca yang hendak

melanjutkan atau menyempurnakan penelitian ini kedepannya.
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PARKIR,

DAN KARCIS

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara
ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.
Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang
mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan
lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.*!

Konsep penegakan hukum pada dasarnya merupakan aktivitas
menyeimbangkan hubungan nilai-nilai yang diuraikan dalam kaidah-kaidah
atau pandangan-pandangan yang secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

hubungan-hubungan hukum ~demi - mewujudkan = kedamaian = hidup

31 Siti M. Hutagalung, “Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?”,
Sociae Politaes, terdapat dalam PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: APAKAH
INDONESIA NEGARA HUKUM? (researchgate.net), diakses tanggal 9 September 2022, pukul
23.04 WIB.
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bermasyarakat. Problematika penegakan hukum bukan sebuah persoalan yang

sederhana, karena memiliki kompleksitas dalam sistem hukum dan hubungan

antara sistem hukum dengan sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya

masyarakat. Setiap variabel dapat mempengaruhi bagaimana suatu proses

penegakan hukum dalam masyarakat, adanya kegagalan salah satu variabel

akan berdampak pada kelangsungan proses penegakan hukum. Soerjono

Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan harmonisasi antara

nilai dan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia dengan ciri-ciri meliputi:*

1.

Hukum atau aturannya sendiri. Pada proses penegakan hukum memerlukan
adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang
berbeda tingkatannya. Adanya ketidak selarasan tersebut dapat timbul dari
peraturan tertulis dengan peraturan tidak tertulis. Tidak selarasnya dalam
pembuatan peraturan perundang-undangan dan dalam proses penegakannya
akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mental para Aparat Penegak Hukum. Mereka harus menjalankan tugasnya
dengan baik sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan.
Sebuah sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat hukum
yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum seperti polisi, jaksa,
hakim, dan sebagainya. Supaya menjadi panutan masyarakat dan dipercaya
integritasnya. Apabila mental para penegak hukum tersebut tidak baik maka
akan mengganggu proses berjalannya sistem hukum dan penegakan hukum.
Fasilitas pelaksanaan hukum. Fasilitas dalam melaksanakan penegakan
hukum merupakan faktor pendukung dari keberhasilan para aparat penegak
hukum dalam upaya penegakan hukum, seringkali hukum sukar ditegakkan
karena fasilitas untuk menegakkan hukum kurang mencukupi yang pada
akhirnya membuat segelintir kasus pelanggaran hukum tidak tertangani
dengan baik karena kurangnya fasilitas seperti tenaga manusia yang kurang
terampil, organisasi yang kurang baik, peralatan yang kurang memadai, dan
sebagainya.

Kesadaran, kepatuhan hukum, dan perilaku masyarakat. Dalam rangka
mengetahui tingkat kesadaran, kepatuhan hukum, dan perilaku masyarakat
terdapat berbagai faktor penyebabnya. Pada masyarakat di daerah pedesaan,
kebutuhan penyelenggaraan hukum dinilai akan lebih mudah dan sederhana,

32 Ibid.
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jika dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan, karena masyarakatnya
sudah lebih modern.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang
berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah:*3
1. Faktor Hukum

Maknanya, hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-
aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila
dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain
menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang
berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman
masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum
bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contoh,
ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian
banyak pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda, seperti ditikam,
dibakar, dibuang ke sungai, dan lain sebagainya sebelum melihat berkas
tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan

yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara

seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.>*

33 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo,
Jakarta, 2003, hlm. 7.

3% Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing,
Yogyakarta, 2009, hlm. 25.
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Melalui beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum
adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang
bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai di tengah
masyarakat. Timbulnya hukum karena adanya sumber materiil dan formil.
Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah
hukum, terdiri atas perasaan hukum seseorang; agama; kebiasaan; dan
politik hukum dari Pemerintah. Sumber hukum formil merupakan tempat
atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal
ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum
itu berlaku, terdiri atas undang-undang; kebiasaan; keputusan Hakim;
traktat; dan pendapat sarjana hukum. Undang-undang dalam arti formil
adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang
karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama
dengan parlemen. Kemudian, undang-undang dalam arti materiil adalah
setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi
setiap penduduk.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan
berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan
peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat
mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat
diklasifir dalam tiga tahap. Tahap pertama, fungsi hukum sebagai alat
ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat

dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana
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berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana
yang buruk melalui norma-normanya. Tahap kedua, fungsi hukum sebagai
sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat
dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun
psikologis. Tahap ketiga, fungsi hukum sebagai sarana penggerak
pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga
dapat  dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan
pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi
otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.*
. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat
kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan.
Kedua, masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan
pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola
tingkah laku, sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir
yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum
berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam

masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat

33 Ibid.
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dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada
khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.*¢

Beberapa pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat
kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan
bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum
sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum
senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang
menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur
maupun proses. Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan
kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan.
Undang-undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya
hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara tidak
mendukung pelaksanaan tersebut.

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah
semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya
ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya
akan memperhatikan gejala-gejala “sosial belaka. Akan tetapi, hasil
penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap
falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan

kebenaran di dalam masyarakat hukum yang bersangkutan.®’

36 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm.145.
37 Ibid.
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3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan
manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan
spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi
kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan
manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang
merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala
kebutuhan.?®

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara
satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang
berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat
kebudayaan adalah kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku
manusia; kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu
generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang
bersangkutan; dan kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan
tingkah lakunya.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor
masyarakat ~sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan
diketengahkan masalah = system nilai-nilai yang menjadi inti dari

kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum

38 Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.13.
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mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah
ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan
lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga
tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi
norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya
yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan
(sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan
konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga
dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).*”
. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas
tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang
cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil
penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat
hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi
negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu.
Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai

efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun

39 Ibid.
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yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif
yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif
untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi,
sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif
diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan
efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program
pemberantasan kejahatan jangka panjang.*°
Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu
dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu
hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Beberapa penegak hukum
dimaksud adalah sebagai berikut:*!
1. Pejabat Kepolisian
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang
bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan
dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun, polisi dan POLRI itu

berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut

40

hlm.154.

41

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Illmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,

Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, him.194.
31



sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Pada
pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya
mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan
saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan

memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hokum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sumber
lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang
hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam
proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran
dalam hukum. Tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang pidana adalah
melakukan penuntutan; melaksanakan Penetapan Hakim dan putusan
yang telah memeproleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan dan putusan lepas bersyarat; dana melengkapi berkas
perkarater tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan
sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di

koordinasikan dengan penyidik.
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3. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim pada peradilan di semua
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta
hakim mahkamah. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ
pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban
dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan.
Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara
tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu
perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan
tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Profesi hakim merupakan
profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat di
bidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki
moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang
hakim memiliki tiga tugas pokok yaitu bertugas membantu pimpinan
pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka
panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya; melakukan pengawasan
yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah
dilaksankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya

kepada pimpinan pengadilan; dan melakukan tugas pengawasan dan
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pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga
Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.
B. Parkir
Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Parkir adalah keadaan
kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan
pengemudinya. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang
bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum
dilarang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki
kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat
mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya. Beberapa definisi parkir dari
beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut:*?

1. Menurut Poerwadarminta, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan
beberapa saat.

2. Menurut Sukanto, menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan
menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk
sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa
tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung

kendaraan tersebut.

42 Dewa Ayu, “Analisis Karakteristik Dan Kebutuhan Parkir di Universitas Pendidikan
Nasional”, Paduraksa, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 447.
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3. Menurut Warpani, Parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal
dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun
tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa parkir adalah
suatu kendaraan bermotor yang sedang berhenti atau tidak sedang bergerak
yang berada dalam suatu ruang atau di tepi jalan umum atau di bahu jalan.
Dalam arti lain parkir ini hanya bersifat sementara selama kendaraan sedang
ditinggalkan atau sedang ada keperluan lain sehingga memerlukan menepi di
bahu jalan untuk berhenti sejenak.

Juru parkir resmi adalah juru parkir yang namanya terdaftar diceklis
kordinator dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Yogyakarta dan dikolektor
wilayahnya masing-masing, memenuhi syarat yang sudah ada dan mengikuti
pelatihan, pada saat bertugas dilengkapi identitas resmi dari Perusahaan Daerah
Parkir berupa kartu anggota juru parkir, rompi dan karcis parkir.*> Juru parkir
tidak resmi (jukir liar) adalah juru parkir yang tidak terdaftar di ceklis
kordinator, tidak pernah mengikuti pelatihan hanya bermodalkan pengalaman
dalam bertugas dan atributnya tidak dari Perusahaan Daerah Parkir Kota
Yogyakarta.

Dari penjelasan di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa juru parkir

atau tukang parkir ini mempunyai tugas untuk mengendalikan dan mengatur

3 Ibid.
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area perparkiran yang ada disuatu tempat atau di area parkir. Juru parkir atau
tukang parkir biasanya mempunyai ciri khas sendiri, yaitu dengan memkai
rompi juru parkir, membawa peluit, membawa senter parkir, dan karcis pakrir
biasanya berisi tarif parkir dan plat nomor kendaraan. Juru parkir ini pula yang
berhak menerima upah atas tarif dari orang yang memarkiran kendaraannya di
wilayah kekuasaan juru parkir tersebut.

Juru parkir dibagi menjadi 2 jenis, yaitu juru parkir legal dan juru parkir
ilegal atau liar. Juru parkir legal yaitu juru parkir di bawah naungan atau
pengawasan dari pemerintah setempat yang telah mengikuti seleksi sebagai juru
parkir, pelatihan juru parkir, dan pemberian atribut parkir seperti rompi parkir
dari pemerintah, peluit parkir, dan karcis resmi dari pemerintah setempat.
Sedangankan juru parkir ilegal atau liar adalah juru parkir tanpa adanya
perekrutan dari pemerintah setempat, tanpa adanya pelatihan khusus, dan
semuanya serba otodidak. Biasanya pula juru parkir liar ini hanya memberikan
nomor parkir atau kartu parkir yang tidak resmi dari pemerintah yang hanya
dibuat sendiri oleh juru parkir atau bahkan juru parkir liar ini tidak memberikan
dokumen parkir sama sekali seperti karcis dan semacamnya.

Kewajiban juru parkir adalah sebagai berikut:**

1. Memberikan pelayanan optimal dengan penuh sopan santun kepada
hmae;?zrall‘rakat pengguna jasa parkir, baik parkir berlangganan atau parkir

2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggungjawab
atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;

4 Ibid.
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Menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
Melakukan pengendalian dan penataan parkir berlangganan;
Menajaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
Memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib
retribusi parkir harian dan wajib memberikan karcis parkir serta
menyetorkan ke kas umum daerah melalui Dinas;
Mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku; dan
Melaksanakan tugas lain sesuai arahan dan petunjuk yang diberikan oleh
Dinas.

Larangan terhadap juru parkir adalah sebagai berikut:*’
Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna jasa parkir
berlangganan;
Memungut retribusi parkir harian bagi yang tidak bertugas;
Memakai atau menunda penyetoran uang retribusi parkir harian sesuai yang
ditugaskan;
Meninggalkan tugas tanpa ijin dinas;
Mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain;
Melanggar tata tertib, norma sosial, serta adat dan budaya yang berlaku di
masyarakat, dan
Melanggar larangan lain sesuai arahan dan petunjuk yang diberikan dinas
berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena

adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara

perorangan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja yang dimaksud Retribusi daerah adalah “Pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang.

Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan

oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

4 Ibid.
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Retribusi diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi Jasa Umum
adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau yang yang diberikan Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta Badan atau
Perorangan. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya
di sebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan
pelayanan parkir di tepi jalan umum. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas' waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa -dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Surat Ketetapan Retribusi
Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.

Retribusi mempunyai macam-macam di dalamnya. Secara umum,
retribusi dibagi menjadi tiga macam yaitu:*®
1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau di

berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

46 Ibid.
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pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Parkir tergolong ke dalam jenis retribusi jasa umum. Jenis-jenisnya adalah
sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte
Catatan Sipil;

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

6. Retribusi Pelayanan Pasar;

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan

10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Retribusi berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, pengatur kegiatan
ekonomi daerah, stabilitas ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan
pendapatan masyarakat. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu Retribusi Daerah merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah nantinya akan digunakan
sebagai pengatur kegiatan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah dalam

mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana atau modal, retribusi daerah
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inilah yang dijadikan salah satu dana atau modal tersebut. Retribusi daerah
merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti menciptakan lapangan
kerja, mengontrol harga pasar, dan lain sebagainya. Apabila beberapa fungsi
sebelumnya teratasi dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap
pendapatan masyarakat juga dapat tercapai sehingga masalah seperti
kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih terkontrol.
. Parkir Liar

Pengertian parkir liar bahwa sesuatu pelanggaran terhadap aturan lalu
lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta
larangan parkir bahu jalan, larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan
lebih diutamakan dari pada memberi aksesan keselamatan. Dapat diartikan
bahwa parkir liar kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan
perparkiran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, peparkiran yang
dilakukan oleh oknum juru parkir yang ilegal, bertujuan untuk meraup
keuntungan sendiri, tanpa mempertimbangkan yang merugikan hak-hak orang
lain. Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi
dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada pada pembinaan
pemerintah kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak termasuk ke
pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah. Menurut RAC Faundation
Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan
klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah
maupun kabupaten atau kota. serta uang hasil parkir tidak masuk ke pemerintah

sebagai bentuk pendapatan asli daerah (PAD). bahwa kata liar maupun illegal
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bermakna tidak sah menurut hukum dalam hal ini menggar hukum, barang
gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dari beberapa
pengertian tersebut, dapat memaknai bahwa parkir liar adalah parkir liar sejenis
parkir dibadan jalan (on street parkir).*’

Pengertian Parkir Liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Pasal 1 ayat 15 parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak
untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Pengertian parkir juga
dapat diartikan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu yang
dinyatakan dengaan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk menaikkan
dan atau menurunkan orang dan atau barang. Secara hukum untuk parkir di
tengah jalan rayanamun parkir disisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas
parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk
memfasilitasi setiap kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian
parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempattempat tertentu baik
yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-
mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang.*®

Ada indikator yang dijadikan dalam parkir liar diantaranya:*’

47'S. Warpani, Rekayasa Lalu Lintas, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 45.
48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
49'S. Warpani, Op.Cit., him. 60.
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1.

Kurang Lahan

Lahan merupakan unsur pertama dalam penataan lahan parkir, pada
setiap pembangunan gedung, institute, rumah sakit, mall, dan tempat umum
lainnya wajib menyediakan lahan sebagai tempat parkir kendaraan. Dalam
perencanaan parkir salah satu aspeknya berupa perkiraan kebutuhan
terhadap parkir. Kebutuhan dapat diperkirakan berdasarkan pada aktifitas
lahan atau luas lahan yang akan digunakan. Adapun pengertian lahan secara
luas yaitu suatu daerah permukaan daratan bumi yang ciri-cirinya mencakup
semua tanda pengenal, baik yang bersifat cukup kuat maupun yang bisa
diramalka, bersifat mendaur dari beberapa unsur tanah dan kehidupan serta
populasi tumbuhan dan hewan, beserta hasil kegiatan manusia pada masa
kini, selama tandatanda pengenal tersebut memberikan pengaruh yang baik
atas penggunaan lahan oleh manusia pada masa kini dan masa yang akan
datang. Secara sempit lahan merupakan kesatuan berbagai sumber daya
daratan yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem struktural dan
fungsional. Lahan dimanfaatkan sebagai sarana parkir dalam penataan
kendaraan.
Kurang Koordinasi Instansi

Kuranya kerja sama antar badan, instansi, unit, dalam pelaksanaan
tugas-tugasnya tertentu sehingga tidak dapat saling mengisi, saling
membantu, dan saling melengkapi. kurangnya koordinasi dapat

menyebabakan hubungan kerja menjadi tidak efektif.
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3. Juru Parkir Liar
Juru parkir liar merupakan, juru parkir yang tidak memiliki surat
perintah tugas (SPT), juru parkir liar tidak tercatat sebagai juru parkir di
dalam dinas perhubungan dan melakukan aktifitas parkir kendaraan diluar
titik parkir yang ditentukan Dinas Perhubungan.
D. Karcis

Karcis merupakan suatu dokumen atau tanda bukti sebagai pelayanan
parkir bagi para pengemudi yang akan memarkir kendaraannya dan
mendapatkan karcis dari juru parkir. Adapun karcis akan didapatkan pada saat
masuk kawasan yang dikendalikan parkirnya melalui mesin parkir ataupun oleh
petugas digardu parkir, pada karcis dituliskan jam masuk keruang parkir dan
nomor kendaraan. Dari penjelasan di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa
retribusi adalah suatu pembayaran yang dilakukan daerah setempat melalui
pelayanan parkir yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Sedangkan
karcis adalah sebagai tanda bukti bahwa adanya bukti parkir yang resmi dari
pemerintah dan berarti bahwa juru parkir tersebut resmi dibawah nauangan atau
pengawasan pemerintah setempat.

Karcis biasanya berisi nomor identitas kendaraan atau plat nomor dan
besarnya tarif parkir, karcis tersebut biasanya ada di tempat-tempat perpakiran
yang biasa atau manual. Sedangkan karcis seperti di bandara, mall, atau tempat
perpakiran yang menggunakan mesin otomatis biasanya lebih canggih. Ketika
masuk karcisnya biasanya berisi barkoot, plat nomor kendaraan, jam masuknya

kendaraan. Sedangkan, ketika keluar karcis tersebut dibarkoot di kasir atau
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petugas karcis dan diganti dengan karcis yang lebih detail isinya seperti plat
nomor, jam masuk kendaraan ketika parkir, jam keluar kendaraan, dan besarnya
tarif biaya selama parkir di area parkir tersebut.
E. Taat Aturan dalam Perspektif Hukum Islam
Orang Islam sudah seharusnya menerima dan menjalankan syariat Islam
dalam kehidupan, baik dalam muamalah, munakahat maupun terhadap hukum-
hukum yang tertulis didalamnya, termasuk tatacara penegakan hukum terhadap
tindak krimal. Namun ketika berada dalam sebuah wilayah yang tidak
berasaskan Islam atau dalam sebuah negara yang berdasarkan Pancasila dan
undang-undang, maka jelas akan beda keadaan dan hukumnya.>°
Pada QS. an-Nisa: 59, menjelaskan tantang perintah untuk patuh terhadap
Allah, Rasul-Nya dan ulil amri, pertanyaannya; siapakah yang disebut u/il amri,
apakah pemerintah dalam sebuah negara termasuk ulil amri?
B8 o Sl 08558 o0 b i 38 E"ee ST 13l 05t 3 1 sl 5 T | sl 3hale 1 1426
O e Gty 50 A e Ty i et
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

50 Nur Rohim, “Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum
Nasional Indonesia”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No. 2, Desember 2015, hlm. 260.
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Dalam tafsirnya Syaikh Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan ulil amri dalam ayat ini menurut Ali Bin Abi Thalhah adalah ahli fikih
dan agama. Sedangkan Mujahid, Imam Atha', Al Hasan al Bashri dan Abu al
Aliyah mengatakan bahwa ulil amri adalah ulama (orang yang paham ilmu
agama Islam). Sedangkan dalam kitab Tafsir al Thabari, sebuah kitab tafsir
klasik yang ditulis oleh ulama besar Abu Jafar Muhammad bin Jarir al Thabari
dan banyak dirujuk oleh para mufassir berikutnya, menyebutkan bahwa para
ahli ta’wil berbeda pandangan mengenai arti ulil amri. Satu kelompok ulama
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah umara. Berkata
sebagian ulama lain, masih dalam kitab tafsir yang sama, bahwa ulil amri itu
adalah ahlul ilmi wal figh (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan
fikih). Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat
Rasulullah-lah yang dimaksud dengan u/il amri. Sebagian lainnya berpendapat
ulil amri itu adalah Abu Bakar dan Umar.>!

Melalui beberapa pendapat di atas, dapat dipastikan bahwa pemerintah di
bawah negara berasaskan Pancasila dan undang-undang bisa dikatakan u/il amri
dan bisa juga tidak. Dengan berdasar kepada asbabun nuzul surat al nisa ayat
59, yang menyatakan tantang wajibnya taat kepada pemimpin selama dalam hal
kebaikan bukan keburukan (melawan hukum Allah dan Rasul-Nya) maka

pemerintah dibawah negara berasaskan Pancasila dan undang-undang bukan

5! Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Dar al Jauzi, Kairo, 1431 H, hlm. 149.
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ulil amri, seperti dalam hukum perzinahan yang dijelaskan sebelulnya yang
jelas jauh berbeda dengan hukum syariat Islam. Namun apabila merujuk kepada
pendapat ulama yang menyatakan bahwa ulil amri adalah umara (pemimpin
dalam hal keduniaan) maka pemerintah dibawah negara berasaskan pancasila
dan undang-undang seperti Indonesia termasuk kategori ulil amri.>?

Perlu dijelaskan bahwa di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia (MUT)
yang di dalamnya terdiri dari ulama-ulama yang secara meilmuan tidak
diragukan kepahamannya terkait ilmu ushul, fikih dan tafsir al Quran. Secara
fungsi, sejauh ini negara telah memberikan banyak fungsi kepada Majelis
Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum syariat Islam khsusnya
untuk umat Islam di Indonesia, namun dalam menegakkan hukum terhadap
tindak pidana atau krinalitas MUI masih belum memilki keuasaan dan fungsi.
Sehingga dapat dikatakan, MUI hanya bertindak sebagai mufti atau yang
menetapkan fatwa namun negaralah yang berhak untuk menindak terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara.>

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa secara bahasa
antara pemerintah dalam sebuaah negara maupun MUI adalah sama-sama ulil
amri yang harus ditaati. Adapun beberapa kebijakan terkait undang-undang,
hukuman tindak pidana dan kriminal atau lainnya yang tidak sesuai dengan

syariat Islam maka sebagai umat Islam bisa hanya menerima dan tidak boleh

52 Iskandar, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 6 No. 1, Mei
2018, hlm. 78.
33 Ibid.
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melawan. Apa yang mampu untuk dilakukan dan ditegakkan, maka ditegakkan.
Seperti mewajibkan kepada keluarga untuk menutup aurat atau pembatasan
dalam pergaulan untuk menghindari perzinahan, selama masih dalam koridor
tidak malawan undang-undang atau peraturan pemerintah, yang mampu
dilakukan dan tidak melanggar, maka semampunya dilakukan. Allah Swt.

Berfiman dalam QS. al-Bagarah: 286 yang berbunyi:
13kl e, 383 Y 5153571 51 T o) T0135 W 105300087 e Ll 5 il Lo gl a3 W) s A il
e Goiaila i 5a el Tlas 55 Ul saely te el i Wi Y Lo Ulaad ¥ 5 57Ul o Gl e d8a &

Artinya:  Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. la mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

Bagi umat Islam, mengikuti, menaati dan menjalani syariat Islam pada
hakikatnya adalah sesuatu yang biasa bahkan wajib. Hal ini sebagaimana
disebutkan dalam firman-Nya dalam QS. al-Baqarah: 44 yang berbunyi:

Gt o o gl Akl {505 54 Gl 5520
Artinya: Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan
Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, terlihat bahwa sebagai warga
Negara harus mematuhi aturan yang dibuat oleh ulil amri. Apabila dikaitkan
dengan Indonesia, maka masyarakat wajib mematuhi aturan yang dibuat oleh

pemerintah. Oleh karena itu, dalam hal aturan parkir, juga harus mengacu
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kepada peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan dalam hukum

Islam sudah terlaksana, sebagaimana penjelasan sebelumnya di atas.
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BAB 111
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR DI KOTA

YOGYAKARTA

A. Upaya Penegakan Hukum terhadap Praktik Parkir Liar di Kota
Yogyakarta

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta
kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaan hukum dapat dikatakan sebagai
kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan secara individu maupun ketika dalam
melakukan interaksi dengan orang lain.>*

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut telah tercantum
berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Hukum bekerja dengan memberikan batasan-batasan mengenai apa yang
boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, maka dari itu terdapat
sanksi bagi pelanggar batasan-batasan tersebut. Hukum seyogyanya dibuat

untuk ditaati, akan tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat yang

54 Rais Ahmad, Peran Manusia dalam Penegakan Hukum, Pustaka Antara, Jakarta, 2006,
hlm. 19.
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melanggar peraturan sehingga mengakibatkan gangguan keamanan dan
ketertiban umum.>>

Dalam negara hukum bukan hanya berarti negara yang menegakkan
hukum saja, akan tetapi negara hukum yang sempurna adalah negara yang
hukumnya adil, sehingga menjamin adanya keadilan dalam masyarakat.>
Pengertian upaya penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang
dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit
maupun dalam artian materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap
perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun
oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh
Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang
berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tingginya minat masyarakat akan kendaraan pribadi juga menimbulkan
kebutuhan akan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang, salah satunya
yaitu ketersediaan lahan parkir. Ketika memarkirkan kendaraan tidak hanya
mencari tempat parkirnya saja, tetapi mencari tempat yang aman untuk parkir.
Jasa parkir memberikan layanan berupa lahan untuk parkir dan tentunya
menjamin kemanan atas kendaraan yang diparkirkan. Seiring berjalannya waktu
dengan adanya mobilitas transportasi yang tinggi, maka jasa parkir juga

semakin banyak. Menjadi destinasi wisara paling dituju para wisatawan

55 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta,
Yogyakarta, 2015, hlm. 160-161.
56 Ibid.
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mancanegara maupun wisatawan lokal membuat Malioboro menjadi ladang
bisnis bagi para tukang parkir.>’

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam hal ini
walikota Yogyakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang
ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah, sehingga peranan
Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah rangka penegakan peraturan
daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga
pemerintahan sangat besar untuk mendukung secara persuasive mampu
memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan
melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan yang telah diundangkan. Maka
Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban
umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan
untuk menegakkan supremasi hukum. Penegakan menunjuk pada orang, pelaku,
atau lembaga.Dengan demikian, penegak peraturan daerah bisa diartikan
sebagai aparat atau instansi yang bertugas mewakili pemerintah daerah
setempat untuk memelihara atau mempertahankan pelaksanaan peraturan
daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode

yakni metode preventif (pencegahan) dan reprepsif (penindakan), pada metode

57 Muhammad Aruga, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi”,
Jurnal Ilmiah llmu Administrasi Negara, Vol. 4 No. 3, Januari 2021, hlm. 43.
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preventif, polisi pamong praja mengupayakan sosialisasi atau penyuluhan
kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar
masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah.
Metode represif lebih cenderung kearah penindakan yang dilakukan Satpol PP
terhadap pelanggaran perda.’®
1. Upaya preventif
Upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah
timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam
masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan dan
menekan angka kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Upaya
preventif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Yogyakarta ialah:
a.” Oprasi khusus dan pembinaan (sosialisasi)

Operasi Khusus yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta ini
melibatkan Gakkum-Red (Penegakan hukum merah) serta berkoordinasi
dengan pihak lainnya seperti Satpol PP hingga dinas perhubungan
(dishub) guna menekan angka parkir liar yang ada di Yogyakarta.
Operasi ini rutin dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta beserta para
koleganya setiap satu bulan sekali. Wawancara terhadap Narasumber

beliau mengatakan bahwa dalam setiap operasi khusus ini dilakukan
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setidaknya pasti mendapati sekitar 5-7 orang juru parkir illegal yang
mematok tarif yang sangat tinggi, beliau juga menambahkan bahwa
dengan adanya operasi khusus yang dilakukan oleh Polres Yogyakarta
sampai sejauh ini setidaknya dapat menekan jumlah jukir illegal di Kota
Yogyakarta.>®

Operasi khusus ini dilakukan karena sudah banyak sekali laporan
yang masuk dari berbagai pihak baik mahasiswa, wisatawan maupun
warga lokal sendiri yang merasa dirugikan atas tarif parkir yang cukup
tinggi, bahkan tarif parkir yang dirasa cukup tinggi itu bisa lebih naik
lagi apabila di hari-hari tertentu seperti peringatan Natal dan Tahun Baru
ataupun perayaan ulang tahun Kota Yogyakarta.

Operasi Khusus ini selain dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta
satu bulan sekali, juga dilakukan dalam momentum tertentu seperti pada
perayaan Nataru, Ulang tahun jogja, ataupun pada malam minggu di
awal bulan yang dilakukan secara tiba-tiba agar tidak dapat diprediksi
oleh para jukir illegal tersebut.

Adapun hal yang dilakukan Satpol PP dalam pendekatan pada
masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah yakni

Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada

%9 Wawancara dengan Idham Mahdi, Kapolres Yogyakarta, di Yogyakarta, 28 Desember
2022.
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masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk
diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan
kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah,
Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang atau
mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar
peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti
pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah.®
Kolaborasi dengan Para Influencer

Salah satu langkah baru yang ditempuh dalam upaya penegakan
hukum secara preventif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
yaitu mengajak para influencer Kota Yogyakarta berkolaborasi untuk
mensosialisasikan mengenai parkir liar, hal tersebut dilakukan dengan
mengundang para selebgram Kota Yogyakarta seperti Andini Hamizah,
Edo Susanto dan lainnya dalam podcast Polres Kota Yogayakarta
dengan materi yang berisikan mengenai parkir liar. Para Influencer
menejelaskan mengenai peraturan tentang retribusi parkir yang ada
dikota Yogyakarta, serta memberikan beberapa penjelasan mengenai
tata cara pelaporan apabila mendapat tarif parkir yang tidak sesuai

dengan retribusi parkir daerah yang telah ditetapkan.

0 Wawancara dengan Sudarmono, Juru Parkir Liar, di Yogyakarta, 25 Desember 2022.
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Selain menjelaskan materi melalui Podcast para selebgram juga
mengadakan sesi tanya jawab secara live pada masyarakat Yogyakarta
maupun para wisatawan ataupunn mahasiswa yang pernah menjadi
korban parkir liar ini, dan tanpa disangka podcast ini mendapat respon
positif dari masyarakat di berbagai elemen, sangat banyak sekali yang
bertanya dan perlahan menyuarakan, karena terkadang kita takut untuk
menyuarakan ketidakadilan, dengan adanya Podcast yang berkolaborasi
dengan selebgram Kota Yogyakarta ini diharapkan mampu untuk
membantu kepolisian menemukan titik-titik lokasi parkir liar di Kota
Yogyakarta.

Para selebgram merasa senang bisa membantu kepolisian dalam
menyelesaikan permasalahan parkir liar yang sangat merugikan
masyarakat ini. Para influencer yang diundang justru ikut mengajak
teman-teman inflencer lainnya juga untuk membantu mengupload video
dengan tagar #Laporkanparkirliar, tagar tersebut sangat ramai di
instagram maupun twitter dan mendapatkan respon yang sangat positif
dari masyarakat.

Wawancara terhadap Narasumber beliau mengatakan, “sejauh ini
progam ini cukup efektif karena terkadang para korban justru
mengadunya lewat selebgram, karena hal tersebut menjadi suatu
kebanggan mungkin ya di respon oleh idolanya, bahkan tak jarang

kepolisian justru diberitahukan banyak informasi mengenai titik-titik
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yang dirasa paling rawan terdapat parkir liar oleh para selebgram dari
curhatan para penggemarnya di sosial media”.°!

Beliau = juga menambahkan bahwa upaya pencegahan yang
dilakukan dengan melibatkan selebgram ini tidak hanya mampu
mengurangi parkir ilegal yang ada di kota Yogyakarta, akan tetapi dapat
membersihkan kota Yogyakarta dari parkir ilegal. Dengan daya
kerjasama dari berbagai elemen, kepolisian, dishub, Satpol PP dan
masyarakat melalui selebgram kita semua yakin, permasalahan
mengenai parkir ilegal ini bisa diatasi dengan baik.5?

2. Upaya Represif

Selain melakukan upaya preventif Polisi Pamong Praja Kota
Yogyakarta juga melakukan upaya represif. Upaya represif adalah suatu
bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung
akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan
dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan
efek jera. Upaya represif yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja
Yogyakarta adalah dengan mengadakan razia keliling yang dilakukan

Satpol PP Kota Yogyakarta secara terjadwal terjadwal. Melakukan razia

langsung terhadap tempat-tempat rawan terjadinya parkir ilegal atau tempat

1 Wawancara dengan Idham Mahdi, Kapolres Yogyakarta, di Yogyakarta, 28 Desember
2022.

2 Wawancara dengan Idham Mahdi, Kapolres Yogyakarta, di Yogyakarta, 28 Desember
2022.

56



yang membuka lapak parkir tanpa izin dari instansi terkait yang sudah

dilaporkan oleh masyarakat.

Berdasarkan konsepsi diatas dapat disimpulkan bahwa Upaya
penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta ialah
preventif dan represif, preventif dengan melakukan oprasi khusus dan
pembinaan (sosialisasi) dengan melibatkan beberapa elemen masyarakat di
pemerintahan dan upaya represif yaitu mengadakan razia keliling yang
dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta secara terjadwal terjadwal

B. Hambatan-hambatan dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Praktik
Parkir Liar di Kota Yogyakarta
Praktik parkir liar menimbulkan permasalahan bahwa juru parkir
seringkali menarik imbalan jasa kepada pengendara kendaraan dengan sesuka
hati. Retribusi parkir merupakan pendapatan daerah di masing-masing daerah.
Penyediaan jasa parkir menjadi sebuah bisnis yang menarik bagi pelaku parkir
liar. Lahan pribadi yang bersifat strategis digunakan untuk membuka lapak
parkir tanpa izin dari instansi terkait. Minimnya jumlah tempat parkir resmi
yang disediakan oleh pemerintah menjadi penyebab terjadi parkir liar. Satu
kendaraan parkir akan memancing kendaraan lain untuk parkir ditempat yang
sama. Peristiwa demikian tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi
juga memunculkan juru parkir gadungan atau premanisme yang menjadi bagian
dari parkir liar tersebut. Adapun juru parkir membuat karcis sendiri tanpa

persetujuan instansi berwenang, sehingga berakibat pada retribusi parkir yang
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tidak sewajarnya.®® Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas
sudah berusaha dan berupaya mencegah praktik ini dengan selalu menggunakan
pendekatan represif dan preventif agar ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah dapat Melaksanakan kebijakan
pemeliharaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.®*
Tindakan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja
Penertiban masih menemui beberapa hambatan dalam usaha mencegah serta
menghentikan praktik parkir liar di Kota Yogyakarta. Berdasarkan wawancara
dengan narasumber, dikatakan bahwa penegakan hukum sudah diusahakan,
tetapi- tetap saja masih terjadi kegagalan. Kegagalan demikian karena ada
hambatan yang diterima selama melaksanakan penegakan hukum tersebut.%
Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa
dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut
mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat.
Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor
sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat;

dan faktor kebudayaan. Kelima faktor menurut Soerjono Soekanto saling

63 Rahma, “Tinjauan Kriminologis terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota
Makassar”, Hasanuddin Journal, Vol. 1 No. 1, Maret 2015, hlm. 224.

% Kasum Djajasumarga, Prinsip-prinsip Pengelolaan Pembangunan Nasional, 1KIP
Semarang Press, Semarang, 2012, him. 23.

5 Wawancara dengan Petugas Satpol PP Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 21 Desember
2022.
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berkaitan, karena esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolok ukur
efektivitas penegakan hukum. Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada
manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena
penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit
dan kompleks.®¢

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hambatan dalam penegakan hukum
terhadap praktir parkir liar di Kota Yogyakarta terdapat beberapa faktor. Faktor
hukum adalah peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam
perumusan- pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum
terhadap sengketa di Indonesia. Terkait dengan faktor ini, hambatan penegakan
hukum terhadap praktir parkir liar di Kota Yogyakarta yakni, pertama, faktor
hukum. Pada praktek penegakan hukum, memang kadangkala terdapat
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal demikian dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian
hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Faktor hukum ini menurut Peraturan Daerah sudah rinci dalam
menjelaskan, tetapi ada beberapa pasal yang menjadi penghambat dalam
penghilangan praktik parkir liar- di Kota Yogyakarta adalah kegagalan
implementasi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perda Retribusi Tempat Khusus

Parkir di Kota Yogyakarta. Sebagaimana dalam pasal ini dikatakan bahwa tarif

M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 109.
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parkir sudah mempunyai takaran tersendiri baik dari segi kawasan, jenis
kendaraan, sifat pengguna tempat parkir, dan jangka waktu penggunaannya.
Namun, dalam praktek, terdapat banyak penyimpangan salah satunya tarif
tersebut cenderung diabaikan oleh petugas juru parkir liar. Sejalan dengan teori
Soerjono Soekanto, bahwa faktor hukum akan mempengaruhi proses
penyelesaian perkara, sehingaa tanpa adanya sanksi berat, tidak dapat
memberikan efek jera kepada juru parker liar.%’

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dikatakan bahwa bunyi
pasal dimaksud sudah menegaskan dengan jelas jika tarif parkir sudah ada
ketentuannya. Namun, narasumber mengatakan penyedian jasa parkir menjadi
sebuah bisnis yang menarik bagi pelaku parkir liar. Lahan pribadi yang bersifat
strategis digunakan untuk membuka lapak parkir tapa izin dari instansi terkait
dan terdapat banyak penyimpangan salah satunya juru parkir cenederung abai
dengan tarif yang sudah ditentukan tersebut. Mereka sering beralasan bahwa
melebihkan tarif parkir dapat membantu biaya ekonomi rumah tangga.®® Sesuai
wawancara tersebut, penulis menganalisa bahwa Perda tersebut penerapannya
sudah cukup efektif dalam mengatur tarif parkir di Kota Yogyakarta. Namun,
ada beberapa hambatan tersendiri yang menyebabkan mereka tidak merasa

terkekang dengan regulasi yang berlaku.

7 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004, hlm. 7.
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Kedua, faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak
yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum merupakan
panutan dalam masyarakat, yang harus memiliki kemampuan tertentu untuk

menampung aspirasi masyarakat.®

Penegak hukum harus peka terhadap
masalah yang terjadi di sekitarnya atas dasar kesadaran. Pada pengaturannya
mengenai ketentuan tarif parkir di Kota Yogyakarta melalui Perda Retribusi
Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta sudah ditetapkan secara sah. Akan
tetapi, sebagaimana pada umumnya, terkadang bunyi norma yang ada tidak
sesuai dengan praktik yang ada di lapangan.

Kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak
hukum sehingga pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang melakukan
praktik parkir liar secara ilegal. Tetapi para petugas Satpol PP di Kota
Yogyakarta sudah berupaya sebaik mungkin dalam melakukan pengawasan
secara intern dan ekstern berupa pengawasan intern dilakukan dengan
mengadakan Razia keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal serta berupaya
melakukan sosialisasi mengenai Perda No 2 Tahun 2020 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir. Pengawasan extern yaitu apabila Satpol PP Kota
Yogyakarta mendapatkan laporan dari masyarakat umum tentang tempat-

tempat penyedian jasa parkir tanpa izin instansi terkait yang memungut tarif

tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Peraturan Daerah. Terkait

% Soerjono Soekanto, Loc.Cit.
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dengan faktor ini, hambatan penegakan hukum adalah sosialisasi dirasa masih
kurang dalam pelaksanaannya.’”®

Sejatinya, pembagian tugas Satpol PP Kota Yogyakarta tidak sepenuhnya
merata, sehingga kekurangan anggota dalam pelaksanaan sosialisasi. Sejalan
dengan teori pendapat Baharudin Lopa bahwa penegak hukum yang kurang
personil untuk menafsirkan serta mengajarkan hukum kepada masyarakat dapat
mempengaruhi penegakan hukum, sehingga narasumber merasa terhambat
dalam menegakkan hukum karena memang juru parkir Kota Yogyakarta sendiri
masih kurang disosialisasikan terkait larangan praktik parkir liar ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa hambatan dari segi penegak hukum
adalah masih belum adanya sosialisasi secara maksimal dan menyeluruh.
Petugas Satpol PP Kota Yogyakarta hanya melakukan sosialisasi di beberapa
titik saja, sehingga menjadi hambatan bagi mereka untuk menyadarkan juru
parkir ilegal akan larangan pemungutan biaya retribusi serta penyediaan lapak
parkir tanpa izin dari instansi terkait.

Ketiga, faktor sarana atau prasarana yang mendukung penegakan hukum.
Faktor sarana atau fasilitas mendukung adalah wadah atau pihak yang
membentuk maupun menerapkan hukum.”! Terkait dengan faktor ini, hambatan
penegakan hukum terhadap praktik parkir liar ilegal di Kota Yogyakarta adalah

Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum yang tidak sebanding untuk

70'Wawancara dengan Johan Usaha Pinem, Petugas Penertiban Parkir Liar Kota Yogyakarta,
di Yogyakarta, 21 Desember 2022.
"' Soerjono Soekanto, Loc.Cit.
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menjangkau seluruh wilayah di Kota Yogyakarta sehingga masih ada yang
belum maksimal dalam pengawasannya oleh aparat, Secara geografis Kota
Yogyakarta merupakan salah satu Kota yang sangat luas yang memungkinkan
para penegak hukum untuk bergerak lambat dalam menjangkau seluruh wilayah
yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini menyebabkan masih belum optimalnya
Satpol PP = Kota Yogyakarta dalam mencegah parkir liar ilegal di Kota
Yogyakarta.

Keberhasilan penegakan hukum terhadap praktik parkir liar ilegal di Kota
Yogyakarta tidak terlepas dari ketersediaannya sarana dan prasarana yang
mendukung yang dimiliki oleh penegak hukum termasuk petugas penertiban
parkir liar illegal di Kota Yogyakarta. Apabila petugas Satpol PP Kota
Yogyakarta sebagai pthak yang berwenang menertibkan parkir liar ilegal tidak
dapat memenuhi keterbatasan tersebut, maka tidak akan mampu untuk
menegakkan hukum terhadap praktik parkir ilegal.

Hal ini sejalan dengan teori pendapat Soerjono Sockanto bahwa
kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, akan
berpengaruh terhadap masyarakat, sebagaimana narasumber mengatakan jika
pihak mereka masih kesulitan mencegah praktik parkir Ilegal karena faktor

sarana dan prasarana yang kurang memadai.’?

2 Soerjono Soekanto, Loc.Cit.
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Keempat, faktor masyarakat. Faktor masyarakat adalah lingkungan
dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.”® Masyarakat Kota Yogyakarta
sebagian besar masih belum peduli terhadap pencegahan parkir ilegal. Bahkan,
warga setempat juga menjadi juru parkir liar tersebut. Sesuai dengan teori
pendapat Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum masyarakat Kota
Yogyakarta yang rendah terhadap larangan praktik parkir ilegal dapat
membawa pengaruh negatif terhadap penegakan hukum disana. Pengaruh
negatif dimaksud adalah praktik parkir ilegal dapat menjadi marak karena
merasa tidak adanya pembatasan terhadap aktivitas yang pelaku lakukan.”

Wawancara dengan narasumber mengatakan bahwa memang menjadi juru
parkir ilegal bisa mendatangkan untung yang besar. Walaupun narasumber
sudah mengetahui mengenai aturan tarif parkir dalam Perda di atas, tetapi hal
ini tidak menghentikannya. Narasumber juga menuturkan bahwa pihaknya
sudah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengawasi gerak-gerik
petugas penertiban parkir ilegal Kota Yogyakarta. Ketika ada razia, maka
narasumber dapat melarikan diri agar tidak tertangkap.”

Lalu berdasarkan Kesadaran masyarakat dalam mendukung masih kurang
sehingga menjadikan lemahnya kontrol dalam kinerja aparat penegak hukum,

di karenakan masyarakat sendiri yang mempengaruhi terjadinya praktik parkir

3 Soerjono Soekanto, Loc.Cit.

4 Wawancara dengan Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Dinas Perhubungan Daerah
Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Desember 2022.

75> Wawancara dengan Sudarmono, Juru Parkir Liar, di Yogyakarta, 25 Desember 2022.
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ilegal itu sendiri seperti yang dikatakan bahkan masyarakat itu sendiri lah yang
justru mengambil keuntungan dari menjadi juru parkir illegal ini.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, hambatan dalam penegakan
hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta adalah kegagalan
implementasi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perda Retribusi Tempat Khusus
Parkir di Kota Yogyakarta; pembagian tugas Satpol PP Kota Yogyakarta tidak
sepenuhnya merata, sehingga kekurangan anggota dalam pelaksanaan,
Kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum;
keterbatasan alat untuk memperingatkan tempat parkir liar yang tidak
memenuhi ketentuan selayaknya tempat parkir kendaraan, Kurangnya kekuatan
aparat penegak hukum yang tidak sebanding untuk menjangkau seluruh wilayah
di Kota Yogyakarta sehingga masih ada yang belum maksimal dalam
pengawasannya oleh apparat; salah satu alat dimaksud adalah spanduk larangan
dan sebagainya ; dan masyarakat Kota Yogyakarta sebagian besar masih belum
peduli terhadap pencegahan parkir ilegal justru masyarakat itu sendiri lah yang

justru mengambil keuntungan dari menjadi juru parkir illegal ini.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan

sebagai berikut:

1.

Upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta
oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah preventif
(pencegahan) dan represif (penindakan). Preventif dengan melakukan
operasi khusus dengan berkerjasama dengan pihak seperti Satpol PP hingga
dinas perhubungan guna menekan angka parkir liar yang ada di Yogyakarta
Adapun hal yang dilakukan Satpol PP dalam pendekatan pada masyarakat
dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah yakni Pembinaan
perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan
badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu,
pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan
terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, serta melibatkan
beberapa elemen masyarakat di pemerintahan contohnya mengajak para
influencer Kota Yogyakarta berkolaborasi untuk mensosialisasikan
mengenai parkir liar dan mengenai tata cara pelaporan apabila mendapat
tarif parkir yang tidak sesuai dengan retribusi parkir daerah yang telah
ditetapkan kepada masyarakat luas. Upaya represif yaitu dengan

mengadakan razia keliling yang dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta
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secara terjadwal terjadwal. Melakukan razia langsung terhadap tempat-
tempat rawan terjadinya parkir ilegal atau tempat yang membuka lapak
parkir tanpa izin dari instansi terkait yang sudah dilaporkan oleh
masyarakat.

.. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik parkir liar
di Kota Yogyakarta adalah kegagalan implementasi Pasal 7 ayat (1) dan ayat
(2) Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta sebagaimana
dikatakan dalam pasal ini bahwa tarif parkir liar sudah mempunyai takaran
tersendiri baik dari segi kawasan, jenis kendaraan, sifat penguna tempat
parkir dan jangka waktu penggunaannya tetapi dalam beberapa praktek
penyedian jasa parkir menjadi sebuah bisnis yang menarik bagi pelaku
parkir ilegal. Lahan pribadi yang bersifat strategis digunakan untuk
membuka lapak parkir tapa izin dari instansi terkait dan terdapat
banyak penyimpangan salah satunya juru parkir cenederung abai
dengan tarif yang sudah ditentukan; sosialisasi mengenai larangan parkir
liar dirasa masih kurang dalam pelaksanaannya; kurangnya waktu
penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum itu sendiri;
Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum yang tidak sebanding untuk
menjangkau seluruh wilayah di Kota Yogyakarta sehingga masih ada yang
belum maksimal dalam pengawasannya oleh apparat; serta masyarakat Kota

Yogyakarta sebagian besar masih belum peduli terhadap pencegahan parkir
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secara liar (apatis). Bahkan, warga setempat pun juga mencari keuntungan

menjadi juru parkir ilegal tersebut.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini memberi saran
sebagai berikut:

1. Kepolisian Pamong Praja Kota Yogyakarta perlu lebih mengintensifkan lagi
pembinaan kepada juru parkir dan pengelola tempat khusus parkir, baik dari
sisi frekuensi maupun topik pembinaan. Adapun penekanan yang lebih pada
hak dan kewajiban sebagai juru parkir dan pengelola tempat khusus parkir
danmelakukan pengecekan lebih rutin lagi agar pengelola parkir yang tidak
terdaftar dapat diberikan arahan.

2. Sebaiknya, petugas Satpol PP Kota Yogyakarta dapat diberikan anggota
yang memadai, sehingga bisa membantu pelaksanaan pencegahan praktik
parkir ilegal disana.

3. Sebaiknya, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD untuk biaya

operasional Tim Terpadu.
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